DESKRIPSI SINGKAT PENYUSUNAN APBD PERUBAHAN TA 2023

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan

hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah untuk satu tahun kedepan
yang akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan
untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran baik dalam bentuk uang atau

jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi :

a. Fungsi Otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk
melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman
bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun
berkenaan.

c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus
diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran
dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perekonomian.

e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian daerah.

APBD dalam satu tahun anggaran meliputi :

a. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih.

b. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih, dan

c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada

tahun anggaran berikutnya.



d. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun
Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman dalam
mensinkronisasikan dan menyesuaikan antara kebijakan — kebijakan yang
direncanakan oleh Pemerintah Pusat, Kebijakan - kebijakan yang
direncanakan oleh Pemerintah Provinsi serta kebijakan — kebijakan yang
yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota termasuk aspirasi
yang berkembang ditengah — tengah masyarakat untuk diakomodir didalam
penyusunan APBD Perubahan TA. 2023.

B. Maksud dan Tujuan
Penyusunan APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang
memiliki struktur berikut :
1. PENDAPATAN
2. BELANJA
3. SURPLUS / DEFISIT
4. PEMBIAYAAN
C. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4270);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik;



Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);



